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BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATING A[.I
Nomor: br fAP.uq Scrtl

TENTANG

PITUNJUK TEKNIS

PENGELOLA/\N DJ\NA PROGRAIIII JAMINAN KESEHATAII DAERAH (JAMKESDA)
KABTJPATEN KATINGAN

Menimbang : a.

BI,IIPATI KATINGAN

bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah ( JAII,{KESDA)
adalah bentr,rk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi
masyarakat rniskin dan tidak mampu yang tidak termar;uk Kuota
Jamkesmas,, dalam rangka rnewujuclkan pelayanan kesehatan
yang menyerluruh bagi masyarakat miskln;

bahwa pelal<sanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin dalarn Program Jaminan Kesiehatan Masyarakat telah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor: lli03/Menkes/PERA//2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

bahwa untuk meningkatkan akses; dan mutu pelayanan

kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan [3upati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Program Jarninan Kesehatan Daerah di Puskes;ma$ beserta
Jaringannya dan RSUD Kabupaten K:ltlngan;

Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Flesehatan

(Lembaran |,legara Republik lndonesiia Tafrun 1992 Npmor 100,

Tambahan t..embaran Negara Republik Indonesia lrlomor 3495);

Mengingat : '11.

b,.

o.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 terntang Pentbentukan
Kabupaten Katingan, Kabupatert Seruyan, K.abupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, lQbupaten Gunung MaS,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provirtsi Kalimantan Tengah
(Lembaran l,legara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 28);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan
Negara (Lennbaran Negara Tahun 2003 Nomo( 4il, Tambahart
Lembaran Negara Republik lndonesiar Nomor 4286);

Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 200,4 tentiang Perbendaharaan
Negara (Lennbaran Negara Tahun 2,004 Nomor 5i, Tambahan
Lembaran Nreg?rs Republik lndonesieu Nomor 4355,);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 terntang F'embentukan
Peraturan Frerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tllrhun 2004 Nomor 53, Tanrbahan Lembraran Negara
Republik lncilonesia Nomor 4389);

Undang-Unclang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penreriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanglan Negara
(Lembaran itlegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan L.embaran Negara Republiil,c trndonesia Nlomor A0O);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrerintahan
Daerah (Lennbaran Negara Republik lndonesia Tahrun 2004
Nomor 125, 'Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 443\t) sebagaimana telah cliubah dengan undang-
Undang Noii'nor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pernerintah
Pengganti l,lndang - Undang Nomor 3 Tahun 200ti tentang
Perubahan lrtas Undang - Undang Nlornor 32 Tahun 2004
tentang Pernerintahan Daerah nrenjadi UndangpUndang
(Lembaran lrliegara Republik lndonesiarTahun 2005i Nomor 108,
Tambahan l-embaran Negara Nomor 4548), sebagairnana telah
diubah dengurn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20013 tentang
Perubahan l(,,edua Atas Undang-Undarrrrg Nomor 32 Talnun 2004
tentang Penrerintahan Daerah (Lerrrbaran Negerra Republik
lndonesia Tarhun 2008 Nomor B Tantbahanr Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200.t Tentang Perinnbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran l\legara Republik lndoneslil Tahun 200,{ Nomor 126
Tambahan Lr+mbaran Negara Republlll lndcrnesia Nlomor 4438);

4.

5.

7.

I.
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Peraturan Pemerintah Nomor 3i:l Tahun 2A07 tentang
Pembagian Urusan Pernerintahtrn antara Pr:merintah,
Pemerintahi:rn Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/l'(ota (Lembaran Negara Ftepublik lndonesia Tahun
2007 Nom,crr 82, Tambahan Lembaran Negarra Republik
Indonesia Nomor a737);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pennerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten l(atingan (Lembaran Dat*rah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan fitaor"n Nomor 5 Tahun 12008 Tentang Organisasi
Dan Tata Kr:rrja Dinas Daorah Kabup;aten Katingan ( il-embaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 21008 Nomor 5 )
sebagaimanir telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2011
Tentang Oq;anisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaterr
Katingan ( l-.embaran Daerah Kabuparten i(atingan Tahun 2011
Nomor 3 ).

Peraturan [/lenteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor :

503/Menkes/PERA//2011 tentang Pedoman Peliksanaan
Jaminan Kes:irhatan Masyarakat;

]/{EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BIJPATI KATINGAN TENIANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESiEHATAN
DAERAH (JAMFiESDA) KABUPATEN KAI-TNGAN TAHUN 2011.

BAB I
KIITENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dinraksud dengan : -

1, Pemerintahran Daerah adalah penyelenggaraan uru$an pemerintahan oleh

Pemerintiahr Daerah dan DPRI-) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsiip otornomi seluas-lluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undarng-Undang Dasar Negara

Republik lndr:nesia tahun 1945.
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'- 2. Femerintah Daerah adalah l3upati dan Perangkat Daerah serbagai unsur

" ---' penyelenggara Femerintahan Diaerah-

3. Dewan Pervuakilan Rakyat Daeuah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Ferwakilan Rakyiat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara

pernerintafl ,daerah.

4. tsupati adalerh Butpati Katingan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekre,llaris Daerah Kabupaten lktingan.

6. Dinas adaliair Dinars Kesehatan ll,.abupaten Katingan.

7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkirrl,ran setiap orang hidurp produktif secara sosial dan ekonomiis.

8 Upaya Kersrphatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan

kesehatan yiang dilakukan oleh p,remerintah dan aturan mas;yarakat.

L Jaminan Kesehat:rn Daerah yang selanjutnya disebut J,AMKESDA aclatah jaminan

kesehatan / Pembriayaan bagi rrlrasyarakat yang tidak marnpu yang tidak termasUk

kuota JAM|KI=SMA.S.

10.RSUD adaliah Rumah Sakit Umum Daerah yang bera,cla di Kasongarr sebagai

-:-- *bukota Kabupaten Katingan.
' --,1- 11. Puskesmas adalah Pusat Kesrghatan Masyarakat yang berada di Kecamatan
' Wilayah Kerbupaten Katingan.

12.Dana JAMN:ESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi miasyarakat

vang tidak numpu yang tidak terrnasuk dalam JAMKESMII\S.

13.SKTM adarlarh Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditiattdatangani oleh Lurah /

Kades dan cliketahui Camat setompat dimana dia tinggal.

14.Klaim adalah pelrrnohonan pembayaran biaya jirminan pelayanan ktsehatan dari

Puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola rnelalui Dinas K:esehatan

Kabupaten l(atingan.

BAB II

KEBIJI\KAN OPERASIONAL

Pasal 2

(1) JAMKESD,A adalah program krantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi

masyarakat rniskin dan tidak maunpu yang tidak terdaftar rdalarn JAMKESMAS.
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(2) Pada hakrel<atnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi
tanggung jiarrab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah pusat dan pemerintah

Daerah.

(3) Pemerintalr Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga
menghasill,An peleryanan yang optimal.

(4) Penyeleng!]iilraan pelayanan ke,sehatan terhadap masyareftat ntiskin mengacu pada
prinsip:

a- Dana amanat olan nirlaba derngan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan

derajat krersehatan masyaraktrt miskin.

b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan me,clik !a[g cost efeldif dan

rasional.

c. Pelayanatn tenstruktur, berjenr.larng dengan portabilitas cl:irn ekuitas.

d. Transperrern danr akuntabel.

(5) Dengan diitertapkarirya Peraturan {:}upati ini diharapkan petrayanan kesehatan dasar

di Puskesrnas lebih berdaya gu,nar dan berhasil guna khusus dalam upaya

meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi

dan akuntabilitas.

BAB III

KIE:PESERTAAN

Pasal 3

(1)Masyarakat miskin Kabupaten Katingan berdasarkan data berjurnlah 53.114

jiwa,sementara kuota jamkesmars lranya berjumlah 52.967 jiwa. Selisih antara kuota

Jamkesmas dengan data masyarakit miskin tersebut merupakan peserta

Jamkesda.

(2) Bagi masyiarakat miskin yang berada diluar kuota atau tidak masuk dalam

keputusan tSupati maka pembiaryeran kesehatap akan ditrebankan pada Pernerintah

Kabupaten Kltingan melalui JAMKESDA.



: (3) Bagi bayi 'yang terlahir dari keluarga peserta JAMKHSMAS otomatis menjadi
- 
\^ peserta JAIITIKESDA dan bila ntembutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung

,; diberikan.

(4) Hak kepersetaan dinyatakan hilang terhadap peserta ..tramkesda yarrg meninggal

dunia.

BAB IV

TEMPAT DAII{ PROSEDUR PELAYAI.IAN

Pasal 4

Rawat Jlarlan, Rawat Inap Timgkat Pertama dan Ramt Tingkat Lanjutan

(1) Tempat pelayanan rawat jalan cilan rawat inap tingkat pertama peserta JAITilKESDA:

a. Puskesrnas Perawatan dan l$on Perawatan

h. Puskestnas Keliling

c. Puskesrnas Fembantu
, ':-

:. e. Pos UKI3M

(2) Tempat peleryanan rawat tingka'f lanjutan Peserta JAMKEI}DA :

a. RSUD l(asongan

b. RSUD d,r, Murjani Sampit

c. RSU Ulin Banptrmasin

d. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Pasal 5

Prrnsedur Pelayanan

(1) Peserta JA,II,IKE$DA dirawat dillmmar kelas lll (bangsal).

(2) Bagi peserlia J,qMKESDA yang membutuhkan pelayanran kesehatan termasuk

nawat tinglcrt lanjutan harus sesuai alur rujukan dan mernbawa SKTII4 yang telah

ditandatanlEiani oleh Kepala De*ia / Lurah dan Camat ternpat berdornisili, kecuali



dalam kear5aan emergency (gawat darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk

(3) Peserta ,,JAMKESDA yang herobat ke Puskesmas clan jaringannya cukup

membawa liiKTflll yang ditandatiangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

(4) Peserta J,A,MKESDA yang membutuhkan pelayanan rawat inap dl Puskesmas

Perawatarr, SKTlvl yang ditandlatangani Kades / Lurah ,clan diketahui oleh Camat

tempat bercllomisili.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

(1) Dana Progtarm JAIMKESDA berasal dariAnggaran Pendapatan Dan Belania Negara

(APBN) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh tirn pengelola JA,MKESDA

-.- KabuPaten F(atingan'

{2) Dana Proglarm JAIMKESDA digurnakan untuk pembiayaarr pelayanan kesellatan dan

' administrasiitim perngelola JAMI(ESDA.

(3) Tim pengelola JAITKESDA dibentuk oleh Bupati Katingan.

(4) Dana Program J/\MKESDA serbagaimana dimaksud ay'at (1) disalurrkan melalui

Sekretariat Daerah Kabupatert Katingan, selanjutnya dlserahkan kepnda Tim

Pengelola.lilmkesda Kabupaterr dengan makanisme sebilgai berikut :

a. Tim Pengelola menerima lKlaim dari Puskesmas maupun RSUD l(asongan

sesuai dengan PERDA Kabupaten Katingan Nr:r. Tahun 201X tentang

Retrebusi Jasa Umum-

b. klaim a'tas jasa pelayanan oleh Puskesmas atau ltumah Sakit kepada Tim

Pengelola Jarnkesda dilengltapi buktisyah bukti pelat/anan yang dlberikan.

c. Tim Pettgelsla memverifika.:si bukti dan jumlah dana yang diklaim, seilanjutnya

dibayar melalui Dinas Kese{hatan.

(5) Peserta JAIvIKESDA yang menrilapat pelayanan Rawat lruap dan dirujuk ke Rumah

Sakit lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESD,A Kabupaten .



(6) Biaya Rujuhlan Feserta JAMKI;ISDA dan transport penrrdamping ditanggung oleh

JAMKESDi\ Kabupaten.

BAB VI

BESARI\N TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan peserta JI\MKESDA disesuaikan riengan Peraturan Daerah
Nomor: Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

ADMINIISTRASI PELAYANAN

Pasal I
Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan

(1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Prol;nam JAMKESDI\ baik di

,.. dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan

Jaringannyraii dicatat pada registrt}r khusus JAMKESDA'

': (2i Hasil pencatatan kegiatan ProElram JAMKESDA dari Puskesmas dan jarlngannya,

dilakukan rJiitlam liaporan tersen,cliri, terdiridari :

a. Format I : format lapicrran kepersertaan dan pendanaan peserta

jamkesda di puskesmas dan jaringannya.

b. Format l;l : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyal< rawat jalan

dan rawat inap peserta jamkesda di lPuskesmas clan

jaringannya.

c. Format lll : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan

peserta J/TNIKESDA di Puskesmas dan Jaringannya.



BAB VIII

KETI;NTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Pada saat Peraturan Bupati ini u'nulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan

tentang pel;ayanan kesehatan pada Program JAMKESDI,T dinyatakan tidalii berlaku.

BAB IX

KETIENTUAN PEI{UTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku p;:rda tanggal diundangkan.

Agar setiap orirng mengetahuinya, ntemerintahkan Pengundelngan Peratunan Bupati ini

dengan menern,patkannya dalam Be,nita Daerah Kabupaten Ki,rtingan.

Ditetaprtrcan di Kasongan

pada tanggal ! o <l KiiDrtsrt- e'o rl

T!IJFATI KATIING/\N

I]UWIEL RAVflNG

Diundangkan cli Kasongan

Pada tanggal t'at OterorsBr- Dc'14

SEKRETIIRIS
KABUPA IEN

c TATEL LADJU

BER h DEEFYI.H KABUPATEN }#\TINGAN TAHUN 2011 N0MOR. . 3{


